
SALINAN 
 

 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 013 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- 

KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang     :    a.    bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  58 

ayat (10) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan 

Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 

b.  bahwa Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- 

Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama  telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Wali 

Kota  Bandung  Nomor  456  Tahun  2018,  namun 

dalam  perkembangannya  terdapat  beberapa 

substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan  serta  tuntutan  kebutuhan  masyarakat 

sehingga perlu diganti; 
 

c. bahwa … 
 
 

 

https://jdih.bandung.go.id/ 

http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%202%20%20tahun%202018%20Pendidikan_27_11_2018_09_24_29.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%202%20%20tahun%202018%20Pendidikan_27_11_2018_09_24_29.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perwal%20456%20Tahun%202018_13_07_2018_06_48_19.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perwal%20456%20Tahun%202018_13_07_2018_06_48_19.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perwal%20456%20Tahun%202018_13_07_2018_06_48_19.pdf
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c. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- 

Kanak,  Sekolah  Dasar,  dan  Sekolah  Menengah 

Pertama; 
 

Mengingat      :      1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 4301); 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4496)  sebagaimana  telah  beberapa 

kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia 

Nomor 5670); 

5. Peraturan … 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2003uu020.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2015uu009.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2005pp019.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2015pp013.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2015pp013.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2015pp013.pdf
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5.   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105)    sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 

6.    Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif 

Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan 

Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa; 

7.    Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan 

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta 

Didik   Baru   Pada   Taman   Kanak-Kanak,   Sekolah 

Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah 

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018 

Nomor 1918); 

8.   Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  2  Tahun 
 

2018   tentang   Pengelolaan   dan   Penyelanggaraan 

Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2018 Nomor 2); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan :   PERATURAN WALI KOTA   TENTANG   TATA CARA 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 

KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA. 

 
 
 
 

BAB … 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2010pp017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2010pp066.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2009pmdikbud070.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2009pmdikbud070.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2009pmdikbud070.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pmdikbud051.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pmdikbud051.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pmdikbud051.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%202%20%20tahun%202018%20Pendidikan_27_11_2018_09_24_29.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda%20No.%202%20%20tahun%202018%20Pendidikan_27_11_2018_09_24_29.pdf
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BAB I KETENTUAN 

UMUM 
 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1.  Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3.  Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
 

4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan. 

5.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota 
 

Bandung. 
 

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya 

disingkat  PPDB  adalah  penerimaan  peserta  didik 

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada 

awal tahun ajaran baru. 

7.  Calon  Peserta  Didik  adalah  mereka  yang  masih 

berusia sekolah. 

8.  Peserta  Didik  adalah  peserta  didik  pada  tingkat 

satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang 

mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada 

sekolah. 

10. Daya  tampung  atau  kuota  adalah  jumlah  peserta 

didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah 

rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan  yang  berlaku  dan  kelayakan  pada 

interaksi belajar mengajar. 

 
 

11. Jalur … 



5 

https://jdih.bandung.go.id/ 

 

 

 
 

11. Jalur   Prestasi   Nilai   Ujian   adalah   jalur   yang 

menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional. 

12. Jalur    Prestasi    Perlombaan    adalah    jalur    yang 

menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan 

atau penghargaan di bidang akademik maupun 

nonakademik pada tingkat internasional, tingkat 

nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat 

kabupaten/kota. 

13. Rawan  Melanjutkan  Pendidikan  yang  selanjutnya 

disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang 

memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi 

berdasarkan data warga miskin dalam program 

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah 

Pusat dan atau Pemerintah Daerah. 

14. Peserta     Didik     Berkebutuhan     Khusus     yang 

selanjutnya  disingkat  dengan  PDBK adalah peserta 

didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan 

pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan 

peserta didik pada umumnya. 

15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, 

adalah  salah  satu  bentuk satuan  pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 

tahun. 

16. Sekolah      adalah      satuan      pendidikan      yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah Kota atau masyarakat/swasta yang terdiri 

atas: 

a.  Sekolah Dasar; 
 

b.  Sekolah Menengah Pertama; dan 
 

c.  Kelompok     Belajar     Pendidikan     Kesetaraan 

mencakup Paket A, B dan C. 

 
 

17. Sekolah … 


